BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik perlu didukung dengan aparatur
sipil negara yang memiliki integritas dan profesionalisme
tinggi;

bahwa untuk mendukung integritas dan profesionalisme
aparatur sipil negara perlu sistem manajemen kepegawaian
yang tepat salah satunya melalui pengelompokan kelas
jabatan yang sesuai sehingga tercipta keselarasan antara
tugas dan tanggung jawab dengan kompensasi yang
diterima oleh aparatur sipil negara;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4348);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);




3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1636);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Dharmasraya Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Thaun
2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Dharmasraya Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Bupati adalah Bupati Dharmasraya.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi

bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian

kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Jabatan adalah jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan

pelaksana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

6. Kelas jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang
Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang
meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam
hal tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai
dasar penggajian.
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Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi
Pemerintah Daerah untuk menentukan Kelas Jabatan bagi pegawai ASN di
Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. menetapkan Kelas Jabatan pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah
Daerah; dan
b. pembinaan karier dan kesejahteraan pegawai ASN di Lingkungan
Pemerintah Daerah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatuhan.

Pasal 4
(1) Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
a. Kelas Jabatan manajerial;
b. Kelas Jabatan non manajerial,;
(2) Kelas Jabatan non manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:
a. Kelas Jabatan fungsional dan jabatan lainnya; dan
b. Kelas Jabatan pelaksana.
(3) Kelas Jabatan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




(4) Kelas jabatan fungsional dan jabatan lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Kelas jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial yang mengalami perubahan
nomenklatur jabatan atau belum ditetapkan Kelas Jabatan pada peta jabatan
diberikan Kelas Jabatan terendah sesuai dengan jenis jabatan yang sama
pada perangkat daerah.

Pasal 6
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 47
Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 Nomor 50)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kelas
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten
Dharmasraya

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 12 Marct 2026

BUPATI DHARMASRAYA,

RO Ve

ANNISA SUCI RAMADHANI

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 1% Maver 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,
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JASMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2026 NOMOR A



KELAS JABATAN MANAJERIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH

No NAMA JABATAN g;c;ozn;s;le: :;rgfgarkan PP 18 Tahun 2016 dan Jgﬁifq KET
1 2 3 4 5
1 SEKRETARIAT DAERAH
1 SEKRETARIS DAERAH Il.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama 15
2 ASISTEN DAERAH II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama 14
3 KEPALA BAGIAN Ill.a atau jabatan administrator 12
4 KEPALA SUBBAGIAN IV.a atau jabatan pengawas 9
I SEKRETARIAT DPRD
5 SEKRETARIS DPRD II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama 14
6 KEPALA BAGIAN Ill.a atau jabatan administrator 12
o KEPALA SUBBAGIAN IV.a atau jabatan pengawas 9

il INSPEKTORAT DAERAH

8 INSPEKTUR IL.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama 14
9 INSPEKTUR PEMBANTU IIl.a atau jabatan administrator 12
10 |SEKRETARIS INSPEKTORAT IIl.a atau jabatan administrator 12
11 KEPALA SUBBAGIAN IV.a atau jabatan pengawas 9
IV |DINAS

12 |KEPALA DINAS IL.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama 14
13 SEKRETARIS DINAS Ill.a atau jabatan administrator 12
14 KEPALA SUBBAGIAN IV.a atau jabatan pengawas 9
15 |KEPALA BIDANG III.b atau jabatan administrator 11
16 |KEPALA SEKSI IV.a atau jabatan pengawas 9
v BADAN

17 KEPALA BADAN IL.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama 14
18 |SEKRETARIS BADAN IIl.a atau jabatan administrator 12
19 |KEPALA SUBBAGIAN 1V.a atau jabatan pengawas 9
20 KEPALA BIDANG III.b atau jabatan administrator 11
21 KEPALA SUBBIDANG IV.a atau jabatan pengawas 9
22 |KEPALA SEKSI IV.a atau jabatan pengawas 9
VI RSUD KELAS C

23 g;REERKA'I: g&w AR UMiim 11l.a atau jabatan administrator 12
24 |KEPALA BIDANG I11.b atau jabatan administrator 11
25 |KEPALA BAGIAN II1.b atau jabatan administrator 11
26 |KEPALA SUBBAGIAN IV.a atau jabatan pengawas 9
27 KEPALA SEKSI IV.a atau jabatan pengawas 9
VIl |RSUD KELAS D

28 gﬁ;ﬁ’g&w SARET UMUM 1ILb atau jabatan administrator 11
29 KEPALA SUBBAGIAN IV.b atau jabatan pengawas 8
30 |KEPALA SEKSI IV.b atau jabatan pengawas 8
VIII |[UPT DINAS

31 |KEPALA UPT DINAS KELAS A IV.a atau jabatan pengawas 9
32 |KEPALA SUBBAGIAN IV.b atau jabatan pengawas 8
33 |KEPALA UPT DINAS KELAS B IV.b atau jabatan pengawas 8




X UPT BADAN

KEPALA UPT BADAN KELAS A IV.a atau jabatan pengawas 9
35 KEPALA SUBBAGIAN IV.b atau jabatan pengawas 8
36 KEPALA UPT BADAN KELAS B IV.b atau jabatan pengawas 8
pat KECAMATAN
37 |CAMAT IIl.a atau jabatan administrator 12
38 |[SEKRETARIS KECAMATAN TIPE A III.b atau jabatan administrator 11
39 |KEPALA SEKSI IV.a atau jabatan pengawas 9
40 |KEPALA SUBBAGIAN IV.b atau jabatan pengawas 8
41 SEKRETARIS KECAMATAN TIPE B IV.a atau jabatan pengawas 9
42 |KEPALA SUBBAGIAN IV.b atau jabatan pengawas 8
43 KEPALA SEKSI IV.b atau jabatan pengawas 8

BUPATI DHARMASRAYA ,

ANNISA SUCI RAMADHANI




LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMORﬂ TAHUN 1o01L

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH

KELAS JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO

NAMA JABATAN

KELAS JABATAN KET

2

3 4

STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN
POLITIK

13

STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

13

STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER
DAYA MANUSIA

13

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI
MADYA

12

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI
MUDA

10

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI
PERTAMA

8

ANALIS HUKUM AHLI MADYA

11

ANALIS HUKUM AHL!I MUDA

ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA

10

PENYULUH HUKUM AHLI MADYA

11

PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

12

PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA

13

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA

12

14

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

10

15

ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA

16

PENGELOLA PENGADAAN BARANG / JASA AHLI MADYA

12

17

PENGELOLA PENGADAAN BARANG / JASA AHLI MUDA

10

18

PENGELOLA PENGADAAN BARANG / JASA AHLI PERTAMA

19

PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA

20

PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA

21

PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA

22

PRANATA KOMPUTER PENYELIA

23

PRANATA KOMPUTER MAHIR

~ | @ x| O

24

PRANATA KOMPUTER TERAMPIL

25

PERENCANA AHLI MADYA

12

26

PERENCANA AHLI MUDA

10

27

PERENCANA AHLI PERTAMA

28

ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA

12

29

ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA

10

30

ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI
PERTAMA

31

PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MADYA

11

32

PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA

33

PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA




NO

NAMA JABATAN

KELAS JABATAN

34

ARSIPARIS AHLI MADYA

11

35

ARSIPARIS AHLI MUDA

36

ARSIPARIS AHLI PERTAMA

37

ARSIPARIS PENYELIA

38

ARSIPARIS MAHIR

39

ARSIPARIS TERAMPIL

40

PERISALAH LEGISLATIF AHLI MADYA

41

PERISALAH LEGISLATIF AHLI MUDA

42

PERISALAH LEGISLATIF AHLI PERTAMA

43

ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF PENYELIA

44

ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF MAHIR

45

ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF TERAMPIL

46

AUDITOR AHLI UTAMA

47

AUDITOR AHLI MADYA

48

AUDITOR AHLI MUDA

49

AUDITOR AHLI PERTAMA

50

AUDITOR PENYELIA

51

AUDITOR MAHIR

52

AUDITOR TERAMPIL

PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH AHLI MADYA

PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH AHLI MUDA

55

PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA

56

PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MADYA

12

57

PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MUDA

10

PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI

PERTAMA

59

PENGAWAS SEKOLAH AHLI UTAMA

13

60

PENGAWAS SEKOLAH AHLI MADYA

11

61

PENGAWAS SEKOLAH AHLI MUDA

62

PAMONG BELAJAR AHLI MADYA

11

63

PAMONG BELAJAR AHLI MUDA

64

PAMONG BELAJAR AHLI PERTAMA

65

PENILIK AHLI UTAMA

13

66

PENILIK AHLI MADYA

11

67

PENILIK AHLI MUDA

68

PENILIK AHLI PERTAMA

69

GURU AHLI UTAMA

13

70

GURU AHLI MADYA

11

71

GURU AHLI MUDA

72

GURU AHLI PERTAMA

73

PAMONG BUDAYA AHLI MADYA

74

PAMONG BUDAYA AHLI MUDA

75

PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA




NO

NAMA JABATAN

KELAS JABATAN

76

ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF
AHLI MADYA

12

77

ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF
AHLI MUDA

10

78

ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF
AHLI PERTAMA

79

PELATIH OLAHRAGA AHLI MADYA

11

80

PELATIH OLAHRAGA AHLI MUDA

81

PELATIH OLAHRAGA AHLI PERTAMA

82

ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA

83

ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA

84

ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA

85

TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI
MADYA

86

TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI
MUDA

87

TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI
PERTAMA

88

ASISTEN APOTEKER PENYELIA

89

ASISTEN APOTEKER MAHIR

90

ASISTEN APOTEKER TERAMPIL

91

ASISTEN APOTEKER PEMULA

92

NUTRISIONIS AHLI MADYA

93

NUTRISIONIS AHLI MUDA

94

NUTRISIONIS AHLI PERTAMA

95

NUTRISIONIS PENYELIA

96

NUTRISIONIS MAHIR

97

NUTRISIONIS TERAMPIL

98

TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI MADYA

99

TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI MUDA

100

TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA

101

TENAGA SANITASI LINGKUNGAN PENYELIA

102

TENAGA SANITASI LINGKUNGAN MAHIR

103

TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL

104

EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI MADYA

105

EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI MUDA

106

EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA

107

EPIDEMIOLOG KESEHATAN PENYELIA

108

EPIDEMIOLOG KESEHATAN MAHIR

109

EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL

110

ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI MADYA

111

ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI MUDA

112

ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA

113

ENTOMOLOG KESEHATAN PENYELIA

114

ENTOMOLOG KESEHATAN MAHIR

115

ENTOMOLOG KESEHATAN TERAMPIL

116

DOKTER AHLI MADYA

12




NO NAMA JABATAN KELAS JABATAN
117 |DOKTER AHLI MUDA 10
118 |DOKTER AHLI PERTAMA 9
119 |DOKTER GIGI AHLI MADYA 12
120 |DOKTER GIGI AHLI MUDA 10
121 |DOKTER GIGI AHLI PERTAMA 9
122 |PERAWAT AHLI MADYA 11
123 |PERAWAT AHLI MUDA 9
124 |PERAWAT AHLI PERTAMA 8
125 (PERAWAT PENYELIA 8
126 |PERAWAT MAHIR 7
127 |PERAWAT TERAMPIL 6
128 |BIDAN AHLI MADYA 11
129 |BIDAN AHLI MUDA 9
130 |BIDAN AHLI PERTAMA 8
131 |BIDAN PENYELIA 8
132 |BIDAN MAHIR 7
133 |BIDAN TERAMPIL 6
134 |TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI MADYA 11
135 |TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI MUDA 9
136 |TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA 8
137 |TERAPIS GIGI DAN MULUT PENYELIA 8
138 |TERAPIS GIGI DAN MULUT MAHIR 7
139 [TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL 6
140 |PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MADYA 11
141 |PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MUDA 9
142 |PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA 8
143 |PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA 8
144 [PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MAHIR 7
145 |PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL 6
146 |PEREKAM MEDIS AHLI MADYA 11
147 [PEREKAM MEDIS AHLI MUDA 9
148 |PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA 8
149 |PEREKAM MEDIS PENYELIA 8
150 |PEREKAM MEDIS MAHIR 7
151 |PEREKAM MEDIS TERAMPIL 6
152 |APOTEKER AHLI MADYA 11
153 |APOTEKER AHLI MUDA 9
154 |APOTEKER AHLI PERTAMA 8
155 |REFRAKSIONIS OPTISIEN PENYELIA 8
156 |REFRAKSIONIS OPTISIEN MAHIR 7
157 |REFRAKSIONIS OPTISIEN TERAMPIL 6

158

FISIOTERAPIS AHLI MADYA

11




NO NAMA JABATAN KELAS JABATAN
159 |FISIOTERAPIS AHLI MUDA 9
160 [FISIOTERAPIS AHLI PERTAMA 8
161 |FISIOTERAPIS PENYELIA 8
162 |FISIOTERAPIS MAHIR i §
163 |FISIOTERAPIS TERAMPIL 6
164 |RADIOGRAFER AHLI MADYA 11
165 |RADIOGRAFER AHLI MUDA 9
166 |RADIOGRAFER AHLI PERTAMA 8
167 |RADIOGRAFER PENYELIA 8
168 |RADIOGRAFER MAHIR 7
169 |RADIOGRAFER TERAMPIL 6
170 |PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI MADYA 11
171 |PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI MUDA 9
172 |PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA 8
173 |TEKNISI TRANSFUSI DARAH PENYELIA 8
174 |TEKNISI TRANSFUSI DARAH MAHIR 7
175 |TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL 6
176 |TEKNISI TRANSFUSI DARAH PEMULA 5
177 |ASISTEN PENATA ANESTESI PENYELIA 8
178 |ASISTEN PENATA ANESTESI MAHIR 7
179 |ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL 6
180 |TEKNISI ELEKTROMEDIS PENYELIA 8
181 |TEKNISI ELEKTROMEDIS MAHIR i
182 |TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL 6
183 |FISIKAWAN MEDIS AHLI MADYA 11
184 |FISIKAWAN MEDIS AHLI MUDA 9
185 |FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA 8
186 [PSIKOLOG KLINIS AHLI MADYA 11
187 |PSIKOLOG KLINIS AHLI MUDA 9
188 |PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA 8
189 |TERAPIS WICARA PENYELIA 8
190 |TERAPIS WICARA MAHIR 7
191 |TERAPIS WICARA TERAMPIL 6
192 |PENATA ANESTESI AHLI MADYA 11
193 |PENATA ANESTESI AHLI MUDA 9
194 |PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA 8
195 [OKUPASI TERAPIS PENYELIA 8
196 |OKUPASI TERAPIS MAHIR 7
197 |OKUPASI TERAPIS TERAMPIL 6
198 |PENYULUH SOSIAL AHLI MADYA 12
199 |PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA 10
200 |PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA 8
201 |PEKERJA SOSIAL AHLI MADYA 12




NO

NAMA JABATAN

KELAS JABATAN

202

PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA

10

203

PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA

8

204

PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
AHLI MADYA

11

205

PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
AHLI MUDA

206

PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
AHLI PERTAMA

207

ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI
MADYA

11

208

ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI
MUDA

209

ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI
PERTAMA

210

OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN PENYELIA

211

OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN MAHIR

212

OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN TERAMPIL

213

PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MADYA

12

214

PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA

10

215

PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA

216

POLISI PAMONG PRAJA AHLI MADYA

217

POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA

218

POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA

219

POLIST PAMONG PRAJA PENYELIA

220

POLISI PAMONG PRAJA MAHIR

221

POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL

222

POLISI PAMONG PRAJA PEMULA

223

ANALIS KEBAKARAN AHLI MADYA

224

ANALIS KEBAKARAN AHLI MUDA

225

ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA

226

PEMADAM KEBAKARAN PENYELIA

227

PEMADAM KEBAKARAN MAHIR

228

PEMADAM KEBAKARAN TERAMPIL

229

PEMADAM KEBAKARAN PEMULA

230

PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MADYA

12

231

PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA

10

232

PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA

233

PENATA PERIZINAN AHLI MADYA

12

234

PENATA PERIZINAN AHLI MUDA

10

235

PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA

236

PENGAWAS KOPERASI AHLI MADYA

12

237

PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA

10

238

PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA

239

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI
MADYA

L B




NO

NAMA JABATAN

KELAS JABATAN

240

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI

MUDA

241

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI

PERTAMA

242

PENERA AHLI MADYA

12

243

PENERA AHLI MUDA

10

244

PENERA AHLI PERTAMA

245

PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI MADYA

12

246

PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI MUDA

10

247

PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA

248

PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI MADYA

12

249

PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI MUDA

10

250

PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA

251

PENGAMAT TERA PENYELIA

252

PENGAMAT TERA MAHIR

253

PENGAMAT TERA TERAMPIL

254

PENGAMAT TERA PEMULA

255

ANALIS PERDAGANGAN AHLI MADYA

12

256

ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA

10

257

ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA

258

PENGANTAR KERJA AHLI MADYA

12

259

PENGANTAR KERJA AHLI MUDA

10

260

PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA

261

MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MADYA

12

262

MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA

10

263

MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA

264

INSTRUKTUR AHLI MADYA

12

265

INSTRUKTUR AHLI MUDA

10

266

INSTRUKTUR AHLI PERTAMA

267

INSTRUKTUR PENYELIA

268

INSTRUKTUR MAHIR

269

INSTRUKTUR TERAMPIL

270

ASISTEN STATISTISI PENYELIA

271

ASISTEN STATISTISI MAHIR

272

ASISTEN STATISTISI TERAMPIL

273

STATISTISI AHLI MADYA

274

STATISTISI AHLI MUDA

275

STATISTISI AHLI PERTAMA

276

MANGGALA INFORMATIKA AHLI MADYA

12

277

MANGGALA INFORMATIKA AHLI MUDA

10

278

MANGGALA INFORMATIKA AHLI PERTAMA

279

SANDIMAN AHLI MADYA

12

280

SANDIMAN AHLI MUDA

10

281

SANDIMAN AHLI PERTAMA




NO

NAMA JABATAN

KELAS JABATAN

282

PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MADYA

12

283

PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA

10

284

PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI
PERTAMA

285

PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN
PERMUKIMAN AHLI MADYA

12

286

PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN
PERMUKIMAN AHLI MUDA

10

287

PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN
PERMUKIMAN AHLI PERTAMA

288

PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI MADYA

12

289

PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA

10

290

PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA

291

PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI MADYA

12

292

PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI MUDA

10

293

PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA

294

PENATA RUANG AHLI MADYA

12

295

PENATA RUANG AHLI MUDA

10

296

PENATA RUANG AHLI PERTAMA

297

PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI MADYA

12

298

PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI MUDA

10

299

PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA

300

PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI MADYA

12

301

PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI MUDA

10

302

PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA

303

SURVEYOR PEMETAAN AHLI MADYA

12

304

SURVEYOR PEMETAAN AHLI MUDA

10

305

SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA

306

SURVEYOR PEMETAAN PENYELIA

307

SURVEYOR PEMETAAN MAHIR

308

SURVEYOR PEMETAAN TERAMPIL

309

PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PENYELIA

310

PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN
PERMUKIMAN MAHIR

311

PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN
PERMUKIMAN TERAMPIL

312

PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PEMULA

313

PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PENYELIA

314

PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR MAHIR

315

PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL

316

PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PEMULA

317

PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MADYA

12




NO

NAMA JABATAN

KELAS JABATAN

318

PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA

10

319

PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA

8

320

PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI MADYA

12

321

PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI MUDA

10

322

PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA

8

323

PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI MADYA

12

324

PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI MUDA

10

325

PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA

8

326

ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MADYA

12

327

ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA

10

328

ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA

8

329

PENGAWAS PERIKANAN AHLI MADYA

12

330

PENGAWAS PERIKANAN AHLI MUDA

10

331

PENGAWAS PERIKANAN AHLI PERTAMA

8

332

PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI
MADYA

12

333

PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI MUDA

10

334

PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI
PERTAMA

335

PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN AHLI MADYA

12

336

PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN AHLI MUDA

10

337

PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN AHLI PERTAMA

338

ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MADYA

12

339

ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA

10

340

ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA

341

PENGAWAS BENIH TANAMAN AHLI MADYA

11

342

PENGAWAS BENIH TANAMAN AHLI MUDA

343

PENGAWAS BENIH TANAMAN AHLI PERTAMA

344

MEDIK VETERINER AHLI MADYA

345

MEDIK VERTERINER AHLI MUDA

346

MEDIK VERTERINER AHLI PERTAMA

347

PARAMEDIK VETERINER PENYELIA

348

PARAMEDIK VETERINER MAHIR

349

PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL

350

PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI MADYA

351

PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI MUDA

352

PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMA

353

PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI MADYA

354

PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI AHLI MUDA

355

PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI PERTAMA

356

ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI
MADYA

12

357

ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI MUDA

10




NO

NAMA JABATAN

KELAS JABATAN KET

358

ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI
PERTAMA

359

ASISTEN PERPUSTAKAAN PENYELIA

360

ASISTEN PERPUSTAKAAN MAHIR

361

ASISTEN PERPUSTAKAAN TERAMPIL

362

PUSTAKAWAN AHLI MADYA

363

PUSTAKAWAN AHLI MUDA

364

PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA

365

PENELITI AHLI MADYA

366

PENELITI AHLI MUDA

367

PENELITI AHLI PERTAMA

368

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MADYA

369

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA

370

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA

371

PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA

372

PENATA LAKSANA BARANG MAHIR

373

PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL

374

ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI
MADYA

12

375

ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA

10

376

ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI
PERTAMA

377

PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PENYELIA

378

PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MAHIR

379

PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL

380

ANALIS KEBENCANAAN AHLI MADYA

381

ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA

382

ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA

383

PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MADYA

384

PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA

385

PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA

BUPATI DHARMASRAYA ,

ANNISA SUCI RAMADHANI




LAMPIRAN I1I

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 1014

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH

KELAS JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO

NAMA JABATAN

KELAS JABATAN

2

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

PENATA KEPROTOKOLAN

PENGELOLA KEPROTOKOLAN

PENATA KELOLA PEMERINTAHAN

DOKUMENTALIS HUKUM

KONSELOR SDM

PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI

10

FASILITATOR PERDAGANGAN

11

PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN

12

PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

13

PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

14

PENGAWAS PENDATAAN STATISTIK

15

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

16

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL

17

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

18

PENGELOLA UMUM OPERASIONAL

19

OPERATOR LABORATORIUM

20

TEKNISI LABORATORIUM

21

PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

22

PENATA SARANA DAN PRASARANA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

23

KURATOR

24

EDUKATOR

25

JURU PELIHARA CAGAR BUDAYA

26

FILOLOG

27

PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN

28

OPERATOR LAYANAN KESEHATAN

29

PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN

30

PETUGAS TRANSPORTASI DARAT

31

PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT

32

OPERATOR ALAT BERAT

33

PENGELOLA TRANTIBUM

34

PRANATA TRANTIBUM




NO

NAMA JABATAN

KELAS JABATAN KET

35

FASILITATOR PEMERINTAHAN

4

36

PRANATA KEWILAYAHAN

T

37

PAMONG PEMERINTAHAN

38

KONSULTAN INDUSTRI

39

PENGAWAS INDUSTRI

PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

41

PENGAWAS BARANG BEREDAR DAN JASA

42

SURVEYOR PERDAGANGAN

43

PENATA LAKSANA AGRARIA DAN TATA RUANG

44

PENGENDALI KONTEN INTERNET

45

PEMERIKSA FORENSIK DIGITAL

PENATA ACARA

47

JURNALIS

BUPATI DHARMASRAYA ,

G S

ANNISA SUCI RAMADHANI




